DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 170 / 2 / DPRD / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman materinya telah
dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
Kabupaten Semarang dengan Bupati Semarang dan hasil
pembahasannya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 242 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah vang
telah disetujui bersama oleh DFRD dan Kepala Daerah di
sampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

¢. bahwa sesual ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dinvatakan Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala
Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama dan Rancangan
Peraturan Daerah yvang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah;

d. bahwa hasil pembabasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat
Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Semarang untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang
Pengelolaan Tempat Pemakaman pada Rapat Paripurna
DPRD tanggal 31 Januari 2025;



Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang tentang Rancangan Peraturan
Daerah RKabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat
Pemakaman menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat |l Semarang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |[Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6801);

. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemermmtahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran
Negara RHRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4712);



7.

10,

11

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilam Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomorl06, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg
Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004
Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 22| sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Angpota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
6J;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

RETIGA

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor | Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor | Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1| Tahun 2019 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2024 Nomor 37);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita
Daerah Kabupaten semarang Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SEMARANG TENTANG FENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN.

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat
Pemakaman menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Januari 2025

KETUA
' WHKILAH RAKYAT DAERAH




